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ABSTRAK

Skripsi ini  berjudul PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM
I;IEE)]]:I/I\]{;ERIAN REMISI BAGI WARGA BINAAN PELAKU TINDAK PIDANA
LAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PADA LAPAS KELAS 1 PALEMBANG)
Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga/tempat dimana orang- orang yang telah
dljat_uhl sanksi pidana dengan sanksi-sanksi pidana tertentu oleh hakim kemudian harus
menjalanl.(an putusan atas sanksi pidana tersebut. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tujuan
utama yaitu melaksanakan program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan
sistem kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam
sistem peradilan pidana. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimanakah peran petugas
pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi warga binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan
narkotllfa pada Lapas kelas 1 Palembang 2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam
pemberian remisi bagi warga binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Lapas
. kelas 1 Palembang Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum Empiris yaitu Deskriptif
Kualitatif, jenis data dalam penelitian ini menerapakan data kualitatif baik bersifat primer, sekunder
maupun tersier. Berdasarkan hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa : 1) Remisi kepada warga
binaan yang terlibat dalam studi kasus penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas 1 Palembang
dilakukan sesuai dengan ketentuan bukum dan tidak ada kemungkinan petugas memanfaatkan
wewenang atau peran mereka. memastikan bahwa remisi di Lapas Kelas 1 Palembang diberikan
secara adil dan sesuai dengan ketentuan, Selain itu, mereka yang memenuhi persyaratan dan benar-
benar layak untuk mendapatkan remisi tidak akan menerima remisi yang tidak sesesuai. Lapas Kelas
| Palembang tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup prosedur administratif
yang harus diikuti oleh narapidana, batasan waktu, dan persyaratan yang harus mereka penuhi. 2.
Faktor faktor yang mempengaruhi D} Lapas Kelas 1 Paiernbang, faktor administrasi, batas waktu,
dan kondisi lapas adalak penghalang untuk pemberian remisi kepada narapidana. Faktor-faktor ini
menyebabkan masalsh delam proses penilaian dan pengawasan narapidana. Remisi dapat terhambat
oleh lapas yang terialu padat.
Kata kunci : Remisi, Penyalagunaan Narkoba, [apas keias 1 palembang
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pembinaan terhadap narapidana dan anak pidana di Indonesia telah
mengalami perubahan mendasar sejak tahun 1964 silam. Dimana perubahan
mendasar tersebut ialah bergantinya sebutan sistem pembinaan terhadap narapidana
dan anak pidana dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Adapun
sebutan sistem pemasyarakatan itu sendiri dicetuskan oleh Sahardjo yang dikenal
sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan. la menyebutkan bahwa
pidana penjara itu menimbulkan rasa derita pada narapidana karena mengalami
dampak dari kehilangan kemerdekaan bergerak (hilangnya kemerdekaan yang
dirampas).

Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan
penjeraan, sehingga secara berangsur-angsur dipandang sebagai sistem dan sarana
yang tidak sesuai dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana
menyadari kesalahannya, dan tidak berniat untuk mengulangi kesalahannya
tersebut dan dapat bertanggung jawab atas dirinya, keluarganya dan masyarakat.

Dalam penjatuhan pidana, pembalasan dendam bukanlah hal terpenting.
Namun, yang terpenting adalah adanya pemberian bimbingan dan pengayoman

yang diterima narapidana. Hal tersebut ditujukan agar terpidana tidak melakukan

! Sri Wulandari, “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi
Narapidana,“ Jurnal Spektrum Hukum Vol. 14/No. 1 ( April 2017), hlm. 83, diakses pada
http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1103/950 pada 19 Desember 2021 pukul
20.07 WIB.



http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1103/950

tindak pidana lagi dikemudian hari. Pemidanaan haruslah berisi unsur-unsur yang

bersifat, sebagai berikut:?

(1) Kemanusiaan, dalam arti pemidanaan dimaksud menjunjung tinggi harkat dan
martabat seseorang, dan

(2) Edukatif, dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya
dari perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa
yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga/tempat dimana orang-
orang yang telah dijatuhi sanksi pidana dengan sanksi-sanksi pidana tertentu oleh
hakim kemudian harus menjalankan putusan atas sanksi pidana tersebut.®> Lembaga
Pemasyarakatan mempunyai tujuan utama yaitu melaksanakan program pembinaan
bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara
pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan
pidana.*

Sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga
Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap orang-orang
yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan sebagai suatu penyelenggaraan
keadilan yang bertujuan untuk mencapai pulihnya kesatuan hubungan (sosial) antar

warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

2 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, cet4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), him.
22.

® P.A.F Lamintang dan Theo lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), hlm. 165.

* C.Djisman Samosir, Penologi dan Pemasyarakatan, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016),
him. 39.



Pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik
pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.® Sesuai Pasal 1 angka 6 Undang-
Undang Nomor 22 tahun 2022 (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan),
narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu
tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan
putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
Narapidana selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang
dilindungi oleh Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 9
UU Pemasyarakatan , narapidana mempunyai hak-hak sebagai berikut :

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

e. Mendapatkan layanan informasi;

f.  Mendapatkan penyuluhan tentang hukum dan bantuan hukum;

g. Menyampaikan keluhan;

h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang
tidak dilarang;

i.  Mendapatkan perlindungan;

j.  Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi atas pekerjaan yang
dilakukan;

k. Mendapakan layanan sosial; dan

® Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, UU No. 22 Tahun 2022, LN No.
165 Tahun 2, T22LN No. , Ps. 6811 angka (3).



I.  Menerima atau menolak kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang
tertentu lainnya.
Selain hak-hak yang tercantum dalam pasal 9 Undang-undang Pamsyarakatan
tersebut, terdapat hak-hak lain yang tercantum dalam pasal 10 ayat (1), yaitu:®
a. Remisi;
b. Asimilasi;
c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
d. Cuti bersyarat;
e. Cuti menjelang bebas;
f. Pembebasan bersyarat; dan
g. Hak lain sesuai Undang-undang.
Dari beberapa hak-hak narapidana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal
10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diatas
tepatnya pada poin (a)’, bahwa salah satu hak narapidana ialah mendapatkan
pengurangan masa pidana atau biasa disebut remisi. Dalam Pasal 1 angka 6
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan® dan Pasal 1 angka 3 Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Syarat dan
Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa Remisi

6 1bid, pasal 10.

" Ibid, Pasal 10 ayat (1).

® Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 99 Tahun 2012, LN No.225 Tahun 2012, TLN No. 5359,
Pasal 1 angka (6).



adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan

Anak yang berkonflik dengan hukum yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan.’ Pemberian remisi merupakan hak bagi

setiap narapidana yang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan

(LAPAS). Maka dengan memperoleh hak remisi para warga binaan

pemasyarakatan tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pada pasal 2, tujuan pembinaan
narapidana melalui sistem pemasyarakatan adalah: “Pembinaan yang mempunyai
kesanggupan dan kemampuan untuk serta dalam pembangunan masyarakat yang
adil dan makmur berdasarkan Pancasila.”*

Maksud dan tujuan dalam memberikan Remisi menurut Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi'!, yaitu :

1. Sebagai motivator dan stimulasi serta dijadikan alat untuk mengingatkan
Narapidana dan Anak pidana untuk berkelakuan baik selama berada Lembaga
Pemasyarakatan.

2. Sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dan subkultural tempat
pelaksanaan pidana, disparitas pidana akibat perampasan kemerdekaan. Bahwa
secara psikologi, pemberian Remisi ini mempunyai pengaruh dalam menekan

tingkat frustasi (terutama bagi Narapidana residivis). Sehingga dapat

® Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Syarat dan Tata
Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, PERMEN No. 16 Tahun 2023, BN No. 309 Tahun 2023, Ps.
1 angka (3).

' Ibid, Pasal 2.

! Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Remisi, KEPPRES No.
174 Tahun 1999, LN. 1999 No. 223.



meminimalisasikan gangguan keamanan dan ketertiban di LP/Rutan, yang

berupa pelarian dan kerusuhan lainnya.

3. Bahwa Remisi khusus yang diberikan pada saat hari besar keagamaan,
diharapkan sebagai pemacu warga binaan pemasyarakatan untuk penyadaran
diri sesuai dengan tuntunan agama dalam kehidupan kesehariannya.

4. Dalam pelaksanaan hak-hak Narapidana, pemerintah memberikan kesempatan
kepada narapidana yang dijatuhkan hukuman seumur hidup untuk
memperbaiki diri dan mempunyai harapan untuk kembali ke tengah-tengah
masyarakat melalui proses pemasyarakatan.

Selain hal-hal diatas, maksud tujuan dengan adanya pemberian Remisi adalah
sebagai salah satu kebijakan hukum pidana dalam rangka mewujudkan tujuan
sistem pemasyarakatan diharapkan sesuai Standard Minimum Rules.*?

Pada pasal 24 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, dijelaskan bahwa
setiap Narapidana. dan Anak Pidana berhak menerima remisi apabila memenuhi
persyaratan sebagai berikut:*?

a. berkelakuan baik; dan

b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme,
narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan
kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi

lainnya, diberikan remisi apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

12 7ainal Arifin "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana"
Skripsi diakses pada tanggal 12 Desember November 2021 pukul 20:30 WIB, him. 62.

3 Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Remisi, KEPPRES No.
174 Tahun 1999, LN. 1999 No. 223, Pasal .2.



a. berkelakuan baik;
b. dan telah menjalani 1/3 (satu pertiga) masa pidana.

Sedangkan didalam pasal 10 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 2022 tentang
pemasyarakatan, Remisi dapat diberikan dengan syarat-syarat yang berbeda*
Dikarenakan perbedaan diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait
remisi yang diberikan terhadap narapidana narkotika (psikotropika) yang berada
di Lapas kelas 1 Palembang. Hal tersebut dikarenakan pula karena tindak pidana
narkotika masih sangat sering terjadi di Palembang. Berikut ini penulis sajikan
data mengenai kasus narkotika dalam 2 tahun terakhir yang telah dijatuhi putusan

di Pengadilan Negeri Palembang, yaitu jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2020

dan pada kasus yang terjadi pada tahun 2021:*

Tabel 1
No Tahun Jumlah kasus Narkotika
1. 2020 728 Perkara
2. 2021 618 Perkara

Sumber : https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dari tabel yang telah disajikan, mengidentifikasi bahwa jumlah
perkara narkotika yang telah dijatuhi putusan di Pengadilan Negeri Palembang
setiap tahunnya masih banyak terjadi dalam masyakarat.

Remisi dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana berdasarkan

penilaian tim penilai terhadap narapidana dan anak pidana. Selanjutnya kepala

 |bid, Pasal 10 ayat (1)
1> pengadilan Negeri Palembang (https://putusan3.mahkamahagung.go.id). Diakses pada
tanggal 29 Agustus 2022 pada pukul 20.00 WIB.



https://putusan3.mahkamahagung.go.id/

Lapas dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) melakukan sidang untuk
membahas permohonan remisi disertai dengan data pendukung. Apabila Kepala
Lapas menyetujui usulan tersebut disertai dengan pertimbangan dari Tim TPP
Daerah, selanjutnya Kepala Lapas meneruskan usulan tersebut kepada Kepala
Kanwil setempat. Kepala Kanwil kemudian meneruskan usulan remisi kepada
Dirjen Pemasyarakatan.’® Berikut Penulis sajikan tabel mengenai pemberian

remisi di kota Palembang :

Tabel 2
No Tahun Jumlah Penerima Remisi
1. 2020 7530 Orang
2. 2021 8711 Orang

Sumber : ANTARA news & rmol sumsel.id

Petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) tentunya merupakan pihak yang
mempunyai peranan sangat penting dalam proses pembinaan narapidana. Bukan
hanya untuk membina narapidana yang berstatus anak didik, melainkan juga untuk
narapidana yang sedang berada dalam masa cuti ataupun lepas bersyarat.

Apabila narapidana benar-benar melakukan kewajibannya, maka ia berhak
untuk mendapatkan remisi, sepanjang ia telah memenuhi persyaratannya. Sebagai
lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis untuk merealisasikan tujuan akhir
dari sistem peradilan, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum,

bahkansampai kepada penangguhan kejahatan (suppression of crime).

® Wulandari, “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi
Narapidana.”  Jurnal ~ Spektrum  Hukum, 2019, 14.1. hl. 85. Diakses pada
http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1103/950 , pada tanggal 08 Januari 2022
pukul 13.45 WIB.



Mengukur keberhasilan sistem pemasyarakatan bukanlah suatu hal yang dapat
dilakukan dengan begitu saja. Apalagi untuk memastikan seluruh bagian atau
seluruh bidang yang berada dalam lingkungan pemasyarakatan. Keberhasilan
sistem pemasyarakatan diawali dengan tinggi atau rendahnya angka remisi yang
terjadi dalam pembinaan di dalam masyarakat.'’

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti
permasalahan ini, bagaimana peranan petugas memberikan kebijakan remisi bagi
warga binaan dan faktor apa saja yang menjadi penghambat bantuan pemberian
remisi bagi warga binaan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “PERAN PETUGAS
PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI BAGI WARGA
BINAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN

NARKOTIKA (STUDI PADA LAPAS KELAS 1 PALEMBANG)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai

berikut :

1. Bagaimanakah peran petugas pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi
warga binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Lapas kelas
1 Palembang?

2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam pemberian remisi bagi warga
binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Lapas kelas 1

Palembang?

" Norman Syahdar Idrus , Wien Sukarmini, Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap
narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, (Skripsi Sarjana Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran, Jakarta, 2013), him 114.
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C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang tujuan dari penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui peran petugas pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi
warga binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Lapas
kelas 1 Palembang.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pemberian remisi
bagi warga binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada

Lapas kelas 1 Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi
terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu:
1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis ini yang dimaksud adalah untuk menambah ilmu
pengetahuan penulis dibidang IImu Hukum pada umumnya, dan di bidang hukum
acara pidana yang dalam hal tentang pemberian remisi bagi warga binaan pelaku
tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Lapas kelas 1 Palembang.
Selanjutnya, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur penulis dan
pengetahuan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu hukum.
2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah bahwa penelitian ini juga dapat

memberikan kontribusi dan pengetahuan secara langsung kepada masyarakat,
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aparat penegak hukum dan siapa saja tentang pemberian remisi bagi warga binaan

pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada lapas kelas 1 Palembang.

E. Ruang Lingkup

Lingkup penelitian skripsi ini hanya terbatas pada apa yang melatarbelakangi
dan pada rumusan masalah yang peneliti ambil yaitu, peran petugas
pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi warga binaan pelaku tindak pidana
penyalahgunaan narkotika pada Lapas kelas 1 Palembang dan faktor-faktor yang
menghambat dalam pemberian remisi bagi warga binaan pelaku tindak pidana

penyalahgunaan narkotika pada Lapas kelas 1 Palembang.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep sebagai kerangka acuan pokok sehingga
menjadi landasan untuk mengidentifikasi terhadap kejadian-kejadian yang
dianggap relevan oleh peneliti.'®
1. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, arti dari penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto
adalah terletak pada menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam
keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang
yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataaan. Lebih
lanjut dikatakannya bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi beberapa

faktor. Faktor-faktor ini mempunyai kaitan yang erat satu sama lain dan menjadi

18 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : UUI Press, 2010), him. 125.
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tolak ukur terhadap efektifitas dari keberhasilan penegakkan hukum. Faktor-faktor
tersebut adalah :*°
a. Hukum (Undang-Undang).
b. Penegak hukum, vyakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang
menerapkan hukum.
c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa manusia di dalam
pergaulan hidup.
2. Teori Keadilan
Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “untuk hal-hal yang
sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama,
secara proporsional’’(justice consist in treating aqualls aqually and unenequalls
enequally, in proportion to their inequality).?°
Selanjutnya keadilan menurut John Rawls bahwa keadilan pada dasarnya
merupakan prinsip dari kebijakan nasional yang diaplikasikan untuk konsepsi
jumlah kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai
keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan
keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk

memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota

19 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta :
PT Raja Grafindo Persada, 2014), him. 5.

2 Info Hukum,  Teori Keadilan”, https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-
keadilan/# ftnref2 diakses 22 Juni 2022 pukul 15.05 WIB.



https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/#_ftnref2
https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/#_ftnref2
https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/#_ftnref2
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masyarakatnya.** Penulis menggunakan teori ini untuk menjawab rumusan masalah
pertama yakni peran petugas pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi warga
binaan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Lapas kelas 1
Palembang, teori keadilan digunakan agar para pengguna narkotika tidak hanya
dihukum, tetapi juga diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan diri melalui
rehabilitasi. Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, petugas
pemasyarakatan harus memastikan bahwa setiap warga binaan yang terlibat dalam
penyalahgunaan narkotika mengikuti program rehabilitasi sesuai dengan Pasal 5
UU Pemasyarakatan. Teori keadilan digunakan untuk menganalisis bahwa
perlunya ditegakan keadilan untuk pengguna narkotika, agar hak-haknya tetap
terealisasikan.
3. Teori Bantuan Hukum
Bantuan hukum dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum menjadi
penting artinya bahwa dalam membangun negara hukum itu terdapat ciri-ciri yang
mendasar diantaranya:?
a. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung
persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural dan pendidikan.
b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu
kekuasaan lain apapun.

c. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuk.

2! Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik),
(Depok : Rajawali Pers, 2010), https://info-hukum.com/2019/04/20/teori- keadilan/#_ftnref2
diakses pada 22 Juni pukul 20.22 WIB.
22 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum, (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2007), him.

100.


https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/#_ftnref2
https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/#_ftnref2
https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/#_ftnref2
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Bantuan hukum adalah upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu
dalam bidang hukum. Upaya ini mempunyai 3 aspek yang saling berkaitan yaitu:*
a. Aspek aturan hukum.

b. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan ditaati.
c. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan itu dihayati.

Fungsi dan tujuan bantuan hukum di negara berkembang khususnya di
Indonesia, merupakan hal yang menarik karena bantuan hukum bagi fakir miskin
tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral, budaya, pandangan politik dan filosofi
hukum di Indonesia. Bantuan hukum bagi kaum miskin mempunyai kedudukan
yang strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut sistem
akusatur (due process of law) atau penegak hukum dengan cara-cara yang tidak
bertentangan dengan hukum, tetapi dalam praktek sehari-hari sistem akusatur
(crime control arbitrary process) masih dijalankan sehingga fakir miskin sering
menjadi sasaran perendahan harkat dan martabat manusia.?*

Penulis menggunakan teori ini untuk menjawab rumusan masalah kedua yakni
terkait faktor-faktor yang menghambat dalam pemberian remisi bagi warga binaan
pelaku tinak pidana penyalahgunaan narkotika pada Lapas kelas 1 Palembang.
Penulis menggunakan teori ini karena teori ini dapat menjawab yang menjadi

faktor dari penyebab melalui penegakan hukum.

% Ibid, hlm. 102
2 pinus Julianto Sinaga, “Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Sistem

Peradilan Pidana Di Kabupaten Pelalawan,” (Tesis Magister Universitas Islam Riau, Pekanbaru,
2019), him. 20.
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G. Metode Penelitian

Metode penelitian hakekatnya berperan buat memberikan pedoman tentang
tata cara atau metode seseorang penulis buat mempelajari, menganalisa, menguasai
dalam melaksanakan penelitian hukum.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
empiris. Penelitian empiris menggunakan data primer (data yang diperoleh
langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner,
sampel dan lain-lain).%

Penelitian hukum empiris ialah suatu tata cara riset hukum yang berupaya buat
memandang hukum dalam artian yang nyata ataupun bisa dikatakan memandang,
mempelajari bagaimana bekerjanya hukum pada masyarakat.?” Pada penelitian ini,
yang diteliti ialah mengenai peran petugas pemasyarakatan dalam pemberian remisi
bagi warga binaan dalam penyalahgunaan narkotika pada Lapas kelas 1 Palembang
supaya bisa menjelaskan kasus dengan teori ataupun konsep yang didapat dari
informasi riset. Dan Agar dapat mengamati sejaun mana penerapan atau
implementasi dari ketentuan hukum yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.
Data dalam penelitian ini, didapat dengan mengumpulkan data terkait permasalahan

yang terjadi yang menjadi bahan penelitian.?®

% |shag, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,
(Bandung : Penerbit Alfabeta, 2016), him.26

% Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum
Empiris, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), him. 153.

*" Ibid, him 150

% Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi,
(Depok : PT Raja Grafindo, 2016), him. 164.
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2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian sosiologis adalah suatu teori yang mempelajari pengaruh

hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke
masyarakat.”® Adapun penelitian socio-legal Approach adalah penelitian yang
berkaitan dengan hukum serta sikap warga, yang jadi titik permasalahannya
merupakan permasalahan daya guna ketentuan hukum, kepatuhan terhadap hukum,
kedudukan lembaga ataupun institusi penegak hukum, implementasi serta pengaruh
hukum terhadap permasalahan sosial maupun kebalikannya.*

3. Jenis Dan Sumber Data
Penulis melakukan penelitian ini dengan memakai jenis data primer dan data

sekunder. Data tersebut kemudian menjadi landasan penulis dalam melakukan

penelitian.

a. Data Primer didapat dari penelitian lapangan. Data dapat diperoleh melalui
wawancara bersama seorang atau lebih narasumber. Dalam penelitian ini
penulis memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara secara
langsung bersama pihak dari Lapas kelas 1 tentang peran petugas
pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi warga binaan pelaku tindak

pidana penyalahgunaan narkotika pada Lapas kelas 1 Palembang.

% Abdul manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, (Jakarta : Prenada Media, 2009), him.
9.

% Joenaedi Efendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”,
ed.1, cet.3, (Jakarta : Kencana, 2016), him. 149.
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b. Data Sekunder bersumber dari data yang ada di kepustakaan.®* Dalam data
sekunder juga dibagi menjadi tiga jenis yakni, bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer dapat berupa peraturan undang undang, risalah dalam
pembuatan undang-undang, serta putusan-putusan hakim yang sifatnya
mengikut.*> Bahan hukum primer yang isinya bahan-bahan yang bersifat
mengikat.

2) Bahan Hukum sekunder meliputi literatur pendukung seperti skripsi, tesis,
dan disertasi hukum dan juga jurnal hukum.

3) Bahan hukum tersier, merupakan salah satu bahan hukum yang memberikan
petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti contohnya
ensiklopedia atau kamus hukum.*

4. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas |

Palembang, yang beralamat di JI| Tagwa Mata Merah, Karyas Mulia, Sematang

Borang Kota Palembang, Sumatera Selatan 30161, Indonesia.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

1 Amirudin dan Zainal , Op.Cit, him. 31.
%2 1bid, him. 32.
% Ibid.him 33
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Populasi merupakan subjek yang mempunyai ciri-ciri yang Khusus dan
sesuai untuk diteliti.** Hingga dalam penelitian ini penulis menetapkan
populasi ialah pihak di lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Palembang.

b. Sampel

Sampel ialah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil bagi prosedur
tertentu sehingga bisa mewakili populasinya.®* Menurut Sukmadinata, sampel
adalah kelompok kecil yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan dari
populasi.®® Dalam pengambilan sampel ini memakai teknik purposive sampling
ialah pengambilan sampel bersumber pada kriteria tertentu dengan lewat
pertimbangan yang cocok dengan ciri-ciri dari kasus hukum yang lagi diteliti
sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian.®” maka sampel data dari
penelitian ini ialah:

1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang

2) Petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Palembang yang berkaitan
dengan pemberian remisi (2 Orang).

3) Narapidana yang baru saja mendapatkan remisi di Lembaga

Pemasyarakatan kelas 1 palembang (5 orang).

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia,
2010), him. 65.

% Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, Metode Penelitian Hukum, ( Medan : FH Universitas
Sumatera utara, 2010), diakses pada https://slideplayer.info/slide/12718292/ , pada tanggal 01 Juli
2022 pukul 09.41 WIB

% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung : AFABETA, 2011),

him. 20.

% Anwar Hidayat, Teknik Sampling Dalam Penelitian, 2017, diakses pada
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6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan :

a. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara bersama respondent untuk

mendapatkan informasi sebagai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Adapun wawancara akan dilakukan di Lapas kelas 1 Palembang.

b. Studi Kepustakaan

Data sekunder menjadi bahan untuk studi kepustakaan yang berupa Undang-

undang, asas-asas hukum, pemikiran serta penelitian yang berkaitan dengan

objek kajian, peraturan-peraturan, literatur-literatur, serta buku-buku yang

relevan dengan pembahasan dari permasalahan.
7. Analisis Data

Ada pula informasi tersebut hasil dari wawancara secara langsung di lapangan
yang telah diolah oleh penulis berikutnya hendak di analisis dengan cara
menguraikan data dengan tujuan membentuk kalimat yang tersistematis dan
terperinci agar terciptanya suatu kesimpulan yang terstruktur dan mudah dipahami.
8. Penarikan Kesimpulan

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan metode
Induktif. Metode penarikan kesimpulan induktif dilakukan dengan cara
menguraikan segala hal yang mempunyai sifat umum hingga menjadi kesimpulan
yang dapat ditarik dan hasilnya bersifat khusus, dengan tujuan dapat menjawab

permasalahan yang menjadi masalah dalam penelitian ini.
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